
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, 

hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa 

lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga 

diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan 

perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya 

mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, 

peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan. 1  

Undang-undang lalu-lintas (UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas 

dan Angkutan Jalan) berisi pasal UU yang memungkinkan setiap pengguna 

jalan raya negara, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota bisa menuntut 

pemerintah untuk mengganti rugi atas kecelakaan yang dialami oleh setiap 

warga Negara Indonesia. Dalam pembukaan UU No.22 Tahun 2009 

dicantumkan kalimat : 

a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 

upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem 

transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu 

                                                             
1 http://arminsiparacca07.blogspot.com/2011/03/pengaruh-perkembangan-transportasi.html 



lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan wilayah;" 

 

Artinya, penyelenggara jalan adalah pemerintah (pusat dan daerah) 

mengingat pentingnya keberadaan jalan untuk lalu lintas, dalam hal ini yang 

dimaksud bertanggung jawab atas segala kemungkinan kecelakaan dan 

kerugian masyarakat adalah Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, Walikota 

dan Bupati. Oleh karena itu, betapa pentingnya sarana dan prasarana lalu-

lintas yang baik berkualitas serta mulus bagi masyarakat dan untuk 

mendukung kemajuan pembangunan serta integrasi nasional dan keberhasilan 

Pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan umum dan pengembangan 

wilayah maka Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dibuat dan diberlakukan 

untuk melindungi segenap warganya. 

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di 

segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang 

menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. 

Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan 

dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya 

tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu 

dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang 

produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin 

simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak 

berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada 



akhirnya akan memungkinkankan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan 

menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.2 

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang dan dinamika 

hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat 

yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi 

sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan 

suatu modal transportasi.  

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk 

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan 

nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha 

memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia. Peranan tersebut merupakan suatu peranan 

vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 

(selanjutnya akan disingkat menjadi UULAJ) sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia. 3 

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakan lalu lintas sendiri 

terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi 

kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati 

peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada 

saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam 

                                                             
2 http://repository.unissula.ac.id/6916/5/BAB%20I_1.pdf 
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 



pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan 

pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang 

dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, 

mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah 

contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab 

kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu 

lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.  

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak 

pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. 

Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan 

dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, 

sopan dan saling menghormati.  

Dalam Pasal 24 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan 

bahwa:  

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan 

angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :  

a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, 

membahayakan kebebasan atau keselamtan lalu lintas, atau yang dapat 

menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan  

b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai 

dengan peruntukannya.  



2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan 

berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.  

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono 

Prodjokodikoro menyatakan :  

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan 

mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan 

tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, 

atau pada suatu persimpangan tidak memberikan proritas kepada 

kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu 

cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di 

jalan yang bersangkutan”. 4 

 

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan 

suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat 

berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang. Orang 

yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.  

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang 

harus di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Korban kecelakaan lalu lintas 

dari waktu ke waktu menunjukan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian 

juga dalam hal fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami 

kenaikan. Tiap tahun, angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia 

tertinggi di dunia. Jumlahnya mencapai 28-38 ribu per tahun nyawa melayang 

di Tanah Air akibat kecelakaan lalu lintas. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) menyoroti tingginya angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia 

dan angka sebanyak itu merupakan tertinggi di dunia. Mulai 2014 hingga 

                                                             
4 Wirjono Projodikoro, 2003, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, hal. 81 



2020, PBB meminta Indonesia untuk menekan angka tersebut hingga 

berkurang separuhnya.5 

Pada tahun 2015, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 

30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap 

harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara 

nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22-

50 tahun). Hal ini tentu saja merupakan hal yang memprihatinkan dan perlu 

mendapat perhatian dan penanganan serius. Kecelakaan lalu lintas 

menimbulkan korban. Baik korban manusia dalam hal ini bisa berada dalam 

keadaan meninggal dunia, mengalami luka berat, luka ringan maupun dapat 

menyebabkan kerugian materi dan kerusakan pada kendaraan yang terlibat. 

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat dari 

kecelakaan yang ada tersebut. semakin banyak korban meninggal dunia yang 

diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi semakin tinggi pula fatalitas 

kecelakaan lalu lintas tersebut. 

Tingkat fatalitas ini diukur dengan koefisien-koefisien tertentu. Sama 

halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka 

fatalitas suatu kecelakaanpun harus dapat dikurangi, tentunya dengan 

memperhatikan dan menomorsatukan faktor keselamatan dalam berkendara 

dengan mematuhi aturan yang berlaku. 

Pemerintah dalam hal ini Polri yang bertindak selaku Pejabat publik 

yang harus mampu membuat suatu kebijakan publik dalam memberikan 
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pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tingginya 

angka kecelakaan lalu lintas yang ada serta tingginya angka fatalitas dari tiap 

kecelakaan yang terjadi, Polri harus mengambil suatu kebijakan dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan perananannya dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Dalam 

mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan langkah-

langkah preventif guna mengurangi tingginya angka kecelakaan antara lain 

adalah penindakan pelanggaran dengan menggunakan system tilang. Tilang 

(Bukti Pelanggaran) adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan6.  

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 

menggunakan sistem tilang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Semarang 

dalam menangani pelanggaran lalu lintas, dan angkutan jalan. Adapun bentuk 

penegakan hukum tersebut dalam bentuk operasi seperti Operasi zebra candi, 

operasi lilin, operasi keselamatan lalulintas, operasi patuh candi dan operasi 

ketupat candi.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk 

mengangkat tema ini dalam bentuk tesis yang berjudul: “Dampak 

Penindakan Pelanggaran Dengan Tilang Terhadap Angka Kecelakaan 

Lalulintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Semarang”. 

  

                                                             
6 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan permasalahannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penindakan pelanggaraan lalu lintas dengan 

tilang di wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang? 

2. Bagaimana dampak penindakan pelanggaraan lalu lintas dengan tilang 

terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort 

Semarang? 

3. Apa kendala dalam penindakan pelanggaraan lalu lintas dengan tilang di 

wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang dan bagaimana solusi dalam 

mengatasinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penindakan 

pelanggaraan lalu lintas dengan tilang di wilayah hukum Kepolisian 

Resort Semarang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penindakan pelanggaraan 

lalu lintas dengan tilang terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah 

hukum Kepolisian Resort Semarang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penindakan 

pelanggaraan lalu lintas dengan tilang di wilayah hukum kepolisian Resort 

Semarang dan solusi dalam mengatasinya.  

  



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang pengembangan hukum 

pidana dalam mengatasi masalah angka kecelakaan lalu lintas, 

khususnya di wilayah hukum Polres Semarang.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pengembangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya 

menambah khasanah ilmu hukum mengenai upaya mengurangi 

angka kecelakaan lalu lintas  sebagai implementasi UU No. 22 

Tahun 2009. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi kepolisian dapat memberikan masukan terhadap evaluasi 

program penegakan hukum khususnya pelanggaran lalulintas.  

b. Bagi para pakar hukum diharapkan agar tesis ini mampu menjadi 

bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di 

Indonesia khususnya hukum pidana. 

c. Bagi masyarakat diharapkan agar tesis ini dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi bagi semua pihak khusunya bagi para 

penegak hukum dalam mengambil kebijakan. 

 

  



E. Kerangka Konseptual 

1. Penindakan pelanggaran dengan tilang 

Penegakan hukum di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan termasuk 

penerbitan Surat Tilang sebagai bentuk penindakan pelanggaran dan uang 

denda berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, 

merupakan konsep penegakan hukum dalam ranah hukum pidana 

sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009. Upaya 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Polri maupun PPNS LLAJ 

lebih memperjelas tindakan dimaksud sebagai instrumen hukum pidana 

yang diawali dengan proses penyelidikan. Hal ini tentunya menimbulkan 

permasalahan hakekat dan karakter hukum terkait dengan tindakan 

pemerintahan di bidang LLAJ. Penegakan hukum dalam ranah hukum 

administrasi dilakukan terkait dengan upaya memaksakan kepatuhan dari 

warga masyarakat terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan 

bahwa : 

”Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban 

atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-

undangan tata usaha negara, manakala aturanaturan tingkah laku itu tidak 

dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). 

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-

tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat 

dikaitkan pada suatu izin.7 

 

                                                             
7 Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AAUPB), Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004, h. 245. 



Agar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut efektif, 

pejabat administrasi harus diberi kemampuan yang bersifat memaksa 

untuk menegakkan kewajiban atau larangan dimaksud. Philipus M. Hadjon 

menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administras meliputi 

pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan upaya 

preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi 

merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan8 

Unsur-unsur pokok dari penegakan hukum administrasi 

dikemukakan pula oleh Tatiek Sri Djatmiati yang menyatakan bahwa: ” 

Penegakan hukum di bidang hukum administrasi mempunyai dua unsur 

pokok yaitu:  

1) Pengawasan;  

2) Sanksi.  

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan warga masyarakat, agar 

ketentuan yang bersifat mewajibkan, atau ketentuan yang dilarang tidak 

dilanggar. Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen 

yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau 

laranganlarangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar9 

2. Kecelakaan lalulintas 

Definisi kecelakaan menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan 

jalan no. 22 Tahun 2009 menyatakan ; “Kecelakaan Lalu Lintas adalah 

                                                             
8 Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

dalam B. Arief Sidarta, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan 
Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 337 

9 Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 82 



suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”  

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada 

Pasal 229 : 

 (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:  

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;  

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau  

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.  

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang.  

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan 

kerusakan Kendaraan dan/atau barang.  

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia atau luka berat.  

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, 

serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. 

 

 



F. Kerangka Teoretis  

 1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakan hokum merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak hal.10 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum 

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 

application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk 

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan 

hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi: 

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 

menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana. 

                                                             
10 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 37 



2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 

(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai 

aparatur penegak hokum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 

dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan 

masyarakat. 

2. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap 

pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha 

masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efesien. Peraturan 

dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan 

tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, 

maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila 

kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. 

Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.  

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga 

hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur 

hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya 

sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem 

hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan 



sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau 

globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.  

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada 

dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik 

dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen 

tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan 

bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan 

kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-

undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah 

memenuhi syarat dan jelas perumusannya.  

b. Pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan 

perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under 

law.  

c. Pemangku peran;diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas 

internalization.  

Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada 

lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanan peraturan. Apakah kedua 

elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal. Bekerjanya 

hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di 

atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam 

proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut. 



Pertama, Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan 

memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku;  

Kedua, Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran 

merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk 

sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap 

peraturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya;  

Ketiga, Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga 

pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan 

fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan 

seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi 

dirinya, secara umpan balik sebagai respondari pemangku peran atau yang 

dikenai peraturan hukum);  

Keempat, Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, 

juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-

sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta 

umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran,pelaksana, dan 

penerap peraturan.  

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana 

bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini 

dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite 

negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan 

efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif 

bekerjanya. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang 



diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada 

komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya 

tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari 

para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu 

dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum 

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-

tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisiasi 

internasional.  

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat 

berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen 

pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang 

penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara 

normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak 

terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita 

tidak dapat lepas membicarakanya dari kehidupan manusia.11  

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum 

merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh 

dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna 

kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri 

adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.12 

                                                             
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Universitas 
Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, 
hlm. 13 



G. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam 

pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan 

sebagai gejala sosial yang empiris.  

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai 

jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum 

positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran 

tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti 

petugas.  

Dengan pendekatan ini maka diharapkan polri dalam penindakan 

pelanggaran lalu lintas di jalan raya sudah ada kesesuaian antara peraturan 

yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, 

kesesuaian antara law in books dengan law in action atau kesesuaian 

antara das sollen dengan das sein.  

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam 

penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 



pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 13 

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang 

lebih luas.14 Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga 

data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Polri dalam melakukan penindakan pelanggaran lalulintas. Selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu 

meliputi data yang bersifat primer dan sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. 

Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara 

dengan informan. Adapun yang dimaksud dengan informan di sini 

adalah : 

- Kasatlantas Polres Semarang 

- Petugas Kecelakaan lalulintas 

                                                             
13 Mohammad Nazir, 1988, Metode penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia hlm. 33 
14 Sugiono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alpabeta, Bandung, hlm 21 



- petugas lalu lintas  

- unit penegak hukum (gakum) 

- pelanggar yang ditindak oleh petugas lalulintas 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi 

data primer yang berasal dari penelitian. Data sekunder tersebut 

meliputi: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, yaitu yaitu bahan-bahan yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 

hukum pidana yang terdiri dari:  

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri; 

5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang UULAJ; 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 
Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, laporan 



penelitian terdahulu, dan sebagainya. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif 

dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data primer melalui Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan 

untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya 

dengan penindakan pelanggaran dengan tilang terhadap angka 

kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak 

terstuktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan.15 Dalam penelitian ini akan dilakukan 

wawancara dengan Kanit Lantas Polres Semarang Ipda Ari Parwanto.  

b. Data sekunder yang terdiri dari : 

1) Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip 

buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-

undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. 

 

                                                             
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, 
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2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip 

lainnya. 

5. Metode Analisis Data  

Metode Analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur 

klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara 

(observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya 

diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika 

sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara 

bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin 

merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun 

wawasan umum yang disebut “analisis”16. Teknik analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, 

reduksi data dan analisis data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat 

ditarik kesimpulan. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, maka disusun 

menurut urutan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, 

kerangka teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Lalu lintas, Pelanggaran 

Lalulintas, Tinjauan kecelakaan dan Klasifikasi kecelakaan, Tugas, 

Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan Fungsi 

Polisi Lalu Lintas, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelanggaran 

Lalulintas.. 

Bab III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Masalah berisi pelaksanaan 

penindakan pelanggaraan lalu lintas dengan tilang di wilayah hukum 

Kepolisian Resort Semarang, dampak penindakan pelanggaraan lalu 

lintas dengan tilang terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah 

hukum Kepolisian Resort Semarang dan kendala dalam penindakan 

pelanggaraan lalu lintas dengan tilang di wilayah hukum kepolisian 

Resort Semarang dan solusi dalam mengatasinya.  

Bab IV : Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran  

 


